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PEDOMAN TRANSLITERASI
A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan
Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.
Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama
Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau
sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap
menggunakan ketentuan transliterasi ini Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi
yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar
internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit
tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan
bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat

dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama

\ Alif Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan

- Ba B Be




< Ta T Te
< Sla S| Es (dengan titik
diatas)
z Jim J Je
z H{a H{ Ha (dengan titik
diatas)
z Kha Kh Ka dan Ha
3 Dal D De
3 Z|al Z| Zet (dengan titik
diatas)
B Ra R Er
J Zai V4 Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Es dan ye
ol S{ad S{ Es (dengan titik
di bawah)
U D}ad D{ De (dengan titik

Xi




di bawah)

L T{a T{ Te (dengan titik
di bawah)
L Z)a VA Zet (dengan titik
di bawah)
¢ Ain i ‘ apostrof terbalik
¢ Gain G Ge
- Fa F Ef
3 Qaf Q Qi
4 Kaf K Ka
J Lam L El
B Mim M Em
o Nun N En
3 Waw W We
’ Ha H Ha
s /1 Hamzah ’ Apostrof
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C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis

[13%2] (Y]
1

dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang
masing- masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = 4 misalnya & J
menjadi qala Vokal (i) panjang= 1 misalnya J# menjadi gila Vokal (u) panjang =
0 misalnya ¢s* menjadi dina

[132)

Khusus untuk bacaan ya*™ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “1”,
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis
dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = s misalnya J$ menjadi qgawlun

Diftong (ay) = ¢ misalnya > ) menjadi khayrun.

D. Ta’marbithah (3 )

Ta’ marblthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah
kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya 4« 2 » J J terdiri dari susunan
mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang
disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya J% % , & menjadi fi

rahmatillah.

xiii



E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah
Kata sandang berupa “al” ( ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali
terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di
tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.
Perhatikan contoh- contoh berikut ini:
1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan...............c...........
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .............
3. Masya’Allah kana wa malam yasya lam yakun.
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan
Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis
dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan
nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah
terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem
transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “ Abdurahman Wahid,
mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa
yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme,
kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun.
Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata
“salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia
yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun

berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan

Xiv



telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman

Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “shalat”.
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ABSTRAK

Auliya’ Nurrohmah, 18230040, Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Perspektif Maqashid
Syariah (Studi di Desa Lampah Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik)
Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Musleh Harry, S. H., M. Hum.

Kata kunci: Hak Milik Atas Tanah, Pandangan Masyarakat, Pendaftaran Tanah

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang kemudian disingkat
PTSL adalah program yang diadakan oleh pemerintah dengan tujuan agar masyarakat
yang memegang hak atas tanah mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan
hukum mengenai hak atas tanah mereka dengan memberikan bukti yang sah berupa
sertifikat tanah. Adapun ketentuan yang mengatur tentang program PTSL yakni
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6
Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Desa Lampah
merupakan salah satu desa di Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik yang dipilih
sebagai lokasi pelaksanaan program PTSL dengan luas wilayah 4,67 ha. Namun,
pelaksanaan program PTSL di Desa Lampah mengalami beberapa hambatan yang
menyebabkan banyaknya bidang tanah yang belum terdaftar.

Peneliti akan membahas tentang bagaimana pandangan masyarakat dan
pemerintah Desa Lampah mengenai program PTSL di Desa Lampah berdasarkan
Pearturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan apa saja
hambatan yang terjadi selama pelaksanaan program PTSL di Desa Lampabh.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dan lokasi yang
digunakan adalah Desa Lampah. Proses pengumpulan data akan dilakukan melalui
wawancara untuk keperluan data primer, sedangkan untuk data sekunder akan
diperoleh dari buku, jurnal, artikel, undang-undang mengenai pendaftaran tanah, dan
hasil penelitian. Metode pengecekan keabsahan data menggunakan metode
triangulasi.

Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah pendaftaran hak milik atas tanah
melalui program PTSL telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Namun, masih banyak masyarakat Desa Lampah yang tidak mengikuti kegiatan
tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai program
PTSL, biaya yang ditanggung sendiri cukup mahal, dan pemecahan tanah gabung
yang rumit. Hambatan yang terjadi selama pelaksanaan program PTSL di Desa
Lampah yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai program PTSL, beberapa
masyarakat memiliki tingkat ekonomi rendah, dan masyarakat enggan untuk
melakukan pemecahan tanah gabung sehingga upaya pemerintah dalam mengatasi
masalah tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi ulang. Tujuan pemerintah
melalui dari program PTSL telah sesuai dengan magashid syariah.
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ABSTRACT

Auliya’ Nurrohmah, 18230040, Registration of Ownership Rights on Land
Through a Complete Systematic Land Registration Program with a Maqashid
Sharia Perspective (Study in Lampah Village Kedamean District Gresik
Regency), Thesis, Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Islamic
State Universitiy of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Musleh Harry, S.
H., M. Hum.

Keywords: Ownership Rights on Land, Community Sight, Land Registration

The Complete Systematic Land Registration Program, which is concised as
PTSL, is a program held by the government with the aim that people who hold land
rights get legal certainty and legal protection regarding their land rights by providing
legal evidence in the form of land certificates. The regulation organizing the PTSL
program is Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head
of the National Land Agency No. 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land
Registration. Lampah Village is one of the villages in Kedamean District, Gresik
Regency which was chosen as the location for the PTSL program which has an area
of 4.67 ha. However, the implementation of the PTSL program in Lampah Village
encountered several obstacles which caused many land fields to be unregistered.

This research will discuss about how the views of the community and the
government of Lampah Village regarding the PTSL program in Lampah Village
based on Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration and
what were the obstacles that occurred during the implementation of the PTSL
program in Lampah Village.

The type of this research is empirical juridical and conducted in Lampah
Village. The process of collecting the necessary data will be carried out through
interviews with several sources for primary data purposes, while for secondary data
will be obtained from books, journals, articles, laws regarding land registration, and
research results.

The results of the research are that the registration of land ownership rights
through the PTSL program has been carried out in accordance with applicable
regulations. However, there are still many people in Lampah Village who do not
participate in these activities due to a lack of public understanding of the PTSL
program, the costs themselves are quite expensive, and the splitting of the merged
land is complicated. Some obstacles that occurred during the implementation of the
PTSL program in Lampah Village were the lack of public understanding about the
PTSL program, some people had low economic levels, and the community was
reluctant to solve the merged land so that the government's effort to overcome this
problem was to re-socialize them. The government's goals through the PTSL program
are in accordance with maqashid sharia.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Tanah dalam definisi ruang lingkup agraria adalah bagian dari bumi
yang terletak pada lapisan permukaan bumi.' Tanah merupakan satu dari
sumber daya alam yang mempunyai peranan penting untuk kelangsungan
hidup manusia karena dari berbagai macam sumber daya alam yang tersimpan
di dalam sana yang penggunaan dan pemanfaatan sumber daya tersebut
sebesar-besarnya ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat
sehingga kelestarian tanah harus dijaga.” Negara berkuasa atas bumi dan
segala isinya seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bumi, air, dan
ruang angkasa, termasuk sumber daya alam yang terdapat dalam tanah
dikuasai oleh negara. Tugas dan wewenang negara dalam hal ini adalah
mengatur dan menyelenggarakan pemanfaatan semua nilai yang terdapat
dalam tanah sebagai upaya menyelenggarakan tata tanah yang adil dan
berwawasan kesejahteraan.

Dalam bidang agraria, tanah memegang peranan penting dalam
pembangunan nasional sehingga kepastian hukum perlu diberikan atas

kepemilikan dan penguasaan tanah bagi masyarakat® berupa kepastian hak

! Supriadi, Hukum Agraria (Jakarta: Sinar Graphic, 2007) h. 9
2 Achmad Rubaie, UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Malang: Bayumedia, 2007) h. 1
® Urip Santoso, Studi Komprehensif Hukum Agraria (Jakarta: Prenada Media Group, 2012) h. 282



atas tanah sebagaimana diatur dalam undang-undang.* Pasal 19 ayat (1)
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria,
menyebutkan bahwa:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah, diadakan

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia menurut ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan

pemerintah.””
Dalam hal ini peraturan pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mana
pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah berpedoman pada peraturan tersebut
dengan tujuan untuk memberi jaminan atas kepastian hukum di semua
wilayah  Republik Indonesia.® Kegiatan pendaftaran tanah dilakukan
secara terus-menerus dan berkesinambungan yang kegiatannya
meliputi pengumpulan dan pengelolaan data fisik dan data yuridis suatu
bidang tanah, serta pemeliharaan data tersebut dan juga pemberian sertifikat
bukti hak atas bidang-bidang tanah yang telah memiliki hak.’

Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960
diarahkan kepada pemerintah agar kegiatan pendaftaran tanah

diselenggarakan  di semua  wilayah Republik Indonesia.  Pihak-pihak

* Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi,
dan Pelaksanaannya (Jakarta: Djambatan, 2008)h. 582

*Pasal 19 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

¢ Supriadi.Hukum Agraria, hal. 153

’Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah



yang memiliki hak atas tanah yang bersangkutan memiliki hak untuk
mendaftarkan tanah mereka agar mendapatkan surat bukti yang merupakan
alat bukti kuat atas hak milik seseorang.® Pasal di atas menjelaskan sebuah
pendaftaran tanah yang bersifat recht cadaster yang kegiatannya meliputi:

1. Pendaftaran tanah, pembuatan peta dan pembukuan

2. Pendaftaran hak milik atas tanah dan pengalihan hak

3. Memberikan bukti hak’

Tujuan dari pendaftaran tanah recht cadaster adalah agar
pemegang hak  milik  atas tanah  mendapatkan kepastian =~ hukum
dan perlindungan hukum dengan alat bukti yang kuat dan sah setelah
dilakukannya proses pendaftaran tanah berupa buku tanah dan sertifikat
tanah yang di dalamnya terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur.'
Terdapat beberapa fungsi sertifikat tanah yang tidak dapat tergantikan oleh
lain hal, antara lain sebagai alat bukti yang kuat, mampu memberikan rasa
aman dan rasa percaya bagi bank/kreditur agar mereka bersedia memfasilitasi
pinjaman sejumlah uang pada pemegang hak atas tanah, dan mempunyai bukti

bahwa pemilik hak itu telah terdaftar di kantor pertanahan.

® Yusnita Rachma, 'Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Pangandaran di Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran’,
Sedang, no. 4 (2019):519-529https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3064

? AP. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 1990)h. 8

° Adrian Sutedi, Pengalihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya (Jakarta: Sinar Graphic, 2014)h. 122



https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3064

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan kegiatan
pendaftaran tanah yang dilakukan secara bersamaan yang mencakup objek
pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam sebuah wilayah desa/kelurahan
atau setingkatnya dan juga pembuatan peta semua objek pendaftaran tanah
terdaftar dalam rangka pengumpulan data dan penyediaan informasi lengkap
mengenai bidang tanah. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan melalui
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
terkait upaya sertifikasi tanah massal melalui program PTSL. Berdasarkan
Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah

Sistematis Lengkap, dijelaskan bahwa:

“Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya
disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah yang
dilakukan untuk pertama kali secara serentak untuk semua objek
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dalam satu wilayah yang meliputi desa/kelurahan atau
nama lainnya, yang kegiatannya meliputi pengumpulan data fisik
dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran
tanah untuk keperluan pendaftaran.”

Program ini  memerlukan  keterlibatan  pemerintah  dalam
pelaksanaannya agar dapat melaksanakan percepatan pemberian kepastian

hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah secara pasti,

aman, dan mudabh.

" pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.
6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap



Desa Lampah memiliki luas 4, 76 km* dengan kepadatan penduduk
3.968 jiwa. Sebagian besar penduduk Desa Lampah menggantungkan
kebutuhan hidupnya pada hasil pertanian dan perkebunan. Untuk menjaga
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Desa Lampah, peran Kantor
Pertanahan Kabupaten Gresik sebagai bagian dari pemerintah adalah pemberi
rasa aman dan perlindungan terhadap tanah yang dimiliki dengan mengelola,
mengatur, dan menguasai tanah serta sebagai pusat informasi pertanahan yang
diamanatkan oleh negara dan undang-undang untuk mewujudkan program
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun
2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menyatakan bahwa
kegiatan pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum
serta perlindungan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat. Namun dalam
pelaksanaannya untuk mewujudkan tujuan tersebut, terdapat hambatan yang
terjadi pada saat pelaksanaan karena tanah yang didaftarkan melalui kegiatan

PTSL hanya seluas 129,46 ha dari luas desa.

Tanah merupakan aset penting bagi manusia karena selain perannya
yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya, tanah juga berperan penting dalam bidang ekonomi

dan pembangunan masyarakat. Sehingga pemerintah melalui Peraturan



Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6
Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berupaya untuk
menjaga kelestarian tanah dan menghindarkan masyarakat dari konflik
pertanahan. Tujuan pemerintah tersebut sama dengan maqashid syariah.
Magashid syariah adalah maksud atau tujuan diturunkannya hukum islam
kepada manusia yang mengandung kemaslahatan umat manusia dan
mencegahnya dari mara bahaya. Menurut Al-Ghazali, untuk mencapai
kemaslahatan umat ada lima unsur pokok yang harus dijaga, yaitu penjagaan
terhadap agama, penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap akal, penjagaan
terhadap keturunan, dan penjagaan terhadap harta. Sebagai substansi
magqashid syariah, kemaslahatan dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan aspek

pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, antara lain:

1. Dharuriyat, yaitu kemaslahatan utama yang sangat diandalkan
manusia baik dari segi agama maupun duniawi. Karena maslahat
ini sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, jika tidak ada
maka kehidupan di dunia akan musnah dan akhirat akan rusak.

2. Hajiyat, yaitu kemaslahatan yang hanya dibutuhkan manusia untuk
memudahkan hidup dan menghilangkan kesulitan dan
keterbatasan, dengan kata lain kemaslahatan hajiyat merupakan

kemaslahatan sekunder. Jika manfaat ini tidak ada, tidak akan ada



kesulitan atau kesempitan dan tidak terdapat dampak yang dapat
merusak hidup manusia.

3. Tahsiniyat, adalah kemaslahatan yang dibutuhkan karena adanya
tuntutan moral yang ditujukan demi kebaikan serta kemuliaan.
Jadi, kehidupan manusia tidak akan rusak ataupun dipersulit jika

maslahat ini tidak ada. Maslahat ini bersifat tersier.'?

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hal tersebut menjadi alasan bagi
peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut tentang upaya
pemerintah dalam memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat Desa
Lampah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi
dengan judul “PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI
PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi di Desa Lampah Kecamatan

Kedamean Kabupaten Gresik)”

2Ghofar Shidiqg, “Teori Magashid Al-Syariah dalam Hukum Islam”, Sultan Agung, no. 118 (2009): 120
https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf


https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf

B. Rumusan Masalah

Uraian latar belakang di atas memberikan beberapa rumusan masalah sebagai

berikut:

1.

Bagaimana pandangan masyarakat dan pemerintah Desa Lampah terhadap
pendaftaran hak milik atas tanah melalui program PTSL di Desa Lampah
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah?

Apa saja hambatan yang dialami oleh pemerintah Desa Lampah dalam
melaksanakan program PTSL di Desa Lampah?

Bagiaman tinjauan perspektif maqashid syariah mengenai pendaftaran hak

milik atas tanah melalui program PTSL di Desa Lampah?

C. Tujuan Penelitian

1.

Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat dan pemerintah desa
terhadap kegiatan pendaftaran kepemilikan tanah melalui program PTSL
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah.

Untuk mengetahui apa saja hambatan yang terjadi selama pelaksanaan
program PTSL di Desa Lampah dan upaya pemerintah dalam mengatasi
kendala tersebut.

Untuk mengetahui tinjauan pendaftaran hak milik atas tanah melalui

program PTSL di Desa Lampah perspektif maqashid syariah.



D. Manfaat Penelitian

1.

Manfaat Teoretis

Peneliti berharap manfaat yang dapat diberikan dari penelitian dapat
memberi pengetahuan kepada Jurusan Hukum Tata Negara Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang pendaftaran hak
milik atas tanah melalui program PTSL di Desa Lampabh.
Manfaat Praktis

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan imbauan
kepada masyarakat untuk mendaftarkan hak milik atas tanahnya dan agar
pemerintah dapat lebih tegas dalam menjalankan tugasnya selama

pelaksanaan PTSL di Desa Lampah.

E. Definisi Operasional

Agar dapat membatasi masalah sebuah penelitian maka diperlukan

definisi sehingga kesalahan-kesalahan yang dapat mengaburkan suatu

penelitian dapat dihindari. Berikut ini adalah beberapa konsep dalam

penelitian ini yang memiliki definisi terbatas secara operasional:

1.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL adalah kegiatan
pendaftaran tanah di Desa Lampah yang diselenggarakan oleh pemerintah
yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan

hukum bagi masyarakat Desa Lampah terhadap hak atas tanah mereka



secara pasti, sederhana, efisien, dan aman agar dapat meningkatkan
kesejahteraan maupun kemakmuran masyarakat Desa Lampah. "

2. Hak milik atas tanah adalah hak milik penuh seseorang atas tanah di Desa
Lampah yang diperoleh secara turun temurun, bersifat mutlak dan tidak
dapat diganggu gugat." Kata turun temurun mengandung arti bahwa hak
milik atas tanah tidak hanya berlangsung selama pemegang hak masih
hidup, tetapi apabila terjadi masalah hukum dan pemegang hak meninggal

dunia, pemegang hak diteruskan oleh ahli warisnya.

¥ pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.
6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
¥ Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

10



BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitiannya, peneliti terlebih dahulu melihat penelitian-

penelitian sebelumnya. Hasil dari penelusuran yang dilakukan oleh peneliti

yaitu terdapat beberapa penelitian dengan tema yang sama, namun dengan

metode, teori, dan perspektif yang berbeda. Berikut beberapa judul skripsi dan

jurnal penelitian dengan tema yang sama dengan penelitian yang ditulis oleh

peneliti:

1.

Yuliana Tarais dengan judul skripsi “Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik
Atas Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL) di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat” dari Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Tahun 2020.

Dalam skripsinya, Yuliana membahas tentang pelaksanaan kegiatan
pendaftaran hak milik atas tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap di Kabupaten Bengkayang.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Bengkayang tepatnya di Desa Suka
Maju dengan jumlah penduduk 125 orang yang memiliki tanah secara
pewarisan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
empiris dengan menggunakan data primer sebagai data utama yang

didukung oleh data sekunder. Data primer diperoleh melalui narasumber

11



yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran tanah sebagai
data utama. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-
Undang Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun
2018, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal, buku,
internet, hasil penelitian, serta hasil wawancara. Yuliana menggunakan
analisis kualitatif untuk menganalisis hasil penelitiannya dengan
memahami serta merangkai data yang telah dikumpulkan dengan
sistematis dan terstruktur agar dapat diperoleh gambaran situasi yang
diteliti.

Hasil penelitian yang dilakukan Yuliana yaitu pelaksanaan Program
PTSL sudah sesuai tahapannya seperi yang tercantum dalam Pasal 4 ayat
(4) Peraturan Menteri Araria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan yang

dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang.

12



Kesamaan penelitian kami adalah membahas bagaimana pelaksanaan
kegiatan PTSL di suatu daerah dan kendala apa saja yang terjadi selama
pelaksanaan kegiatan tersebut. Metode penelitian yang kami gunakan
sama, mulai dari jenis penelitian yaitu penelitian hukum empiris, data
penelitian yang digunakan, dan metode pengumpulan data. Yang
membedakan dengan penelitian kami ini, peneliti akan membahas
bagaimana masyarakat Desa Lampah memandang kegiatan PTSL di Desa
Lampah. Peneliti juga menggunakan teori kepastian hukum dan
perspektif maqashid syariah untuk menganalisis data yang diperoleh
peneliti.

Khoeron dengan skripsinya yang berjudul “Pendaftaran Tanah Melalui
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap” dari Fakultas Hukum
Universitas Semarang Tahun 2019.

Khoeron dalam skripsinya membahas mengenai pelaksanaan program
PTSL dan kendala-kendala yang terjadi selama pelaksanaan program itu.

Penelitian Khoeron merupakan penelitian hukum normatif atau
penelitian hukum doktrinal sehingga jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian hukum yuridis normatif, bisa juga disebut penelitian
hukum kepustakaan. Tujuan Khoeron menggunakan jenis penelitian ini
adalah untuk melihat sejauh mana hukum positif berlaku, yaitu dengan

meakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang

13



bersangkutan dengan masalah penelitiannya. Analisis yang digunakan
adalah analisis kualitatif berdasarkan tulisan-tulisan yang berkaitan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para
ahli. Tujuannya untuk mengetahui proses pendaftaran tanah apakah sudah
sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Hasil dari penelitian yang dilakukan Khoeron terdapat kendala dalam
pelaksanaan program PTSL antara lain sebagian warga yang ingin
mendaftarkan hak milik atas tanahnya tidak memiliki dokumen yang
diperlukan, seperti bukti kepemilikan hak atas tanah dan identitas. Hal ini
disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya
mendaftarkan kepemilikan tanahnya untuk memperoleh kepastian hukum.

Persamaan dari penelitian kami adalah tentang pelaksanaan kegiatan
PTSL dan apa saja kendala yang terjadi selama pelaksanaan. Perbedaan
dari penelitian kami adalah selain membahas pandangan masyarakat Desa
Lampah mengenai kegiatan PTSL di Desa Lampah, jenis penelitian yang
digunakan peneliti juga berbeda yaitu penelitian yuridis empiris sehingga
data yang digunakan untuk penelitian juga berbeda. berbeda.

3. Andi Amalia Handayani dan Yusriadi, dengan jurnal berjudul “Pendaftaran
Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)” dari

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2019.

14



Dalam jurnal tersebut, mereka membahas bagaimana perlindungan
hukum dan kepastian hukum terkait program PTSL.

Andi Amalia dan Yusriadi menggunakan metode penelitian yuridis
empiris. Hasil penelitian mereka menjelaskan bahwa perlindungan hukum
mengenai pendaftaran melalui program PTSL mengikuti aturan yang berlaku
yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
dan penerbitan sertifikat sebagai alat bukti sah sebagaimana yang tercantum
dalam undang-undang. Penerbitan sertifikat pendaftaran tanah bertujuan
untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah masyarakat.

Uraian penelitian Andi Amalia Handayani dan Yusriadi di atas
menjelaskan bahwa penelitian yang kita bahas sangat berbeda. Persamaan
yang ada dalam penelitian kami adalah bahwa satu-satunya jenis penelitian
yang kami gunakan adalah yuridis empiris dan teori yang kami gunakan untuk
menganalisis data penelitian adalah teori kepastian hukum.
. Jhon Dearson Parapat dan Badrudin Kurniawan dengan jurnalnya yang
berjudul “Impelementasi Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah di Provinsi
Jawa Timur” dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri
Surabaya Tahun 2021.

Jhon dan Badrudin dalam jurnal tersebut membahas implementasi

program PTSL di 5 kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten tersebut
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antara lain Kabupaten Jember, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang,
Kabupaten Sidorajo, Kabuptaen Tulungagung. Pemilihan 5 kabupaten ini
didasarkan pada jumlah kelurahan mulai dari yang kelurahannya besar hingga
kelurahan yang kelurahannya kecil.

Metode penelitian yang mereka gunakan adalah studi kepustakaan atau
studi pustaka, menggunakan artikel/jurnal tentang pelaksanaan program
PTSL, potensi masalah pada program PTSL, pelaksanaan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun
2018 tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2018
sampai dengan 2021, efektivitas program PTSL, dan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun
2018 tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagai sumber
penelitian.

Hasil penelitian mereka adalah Provinsi Jawa Timur khususnya 5
kapubaten terpilih telah melaksanakan program PTSL sesuai dengan Permen
ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap. Pelaksanaan program PTSL di 5 kabupaten ini mengutamakan
pemberdayaan sumber daya manusia untuk mendukung pencapaian tujuan
program PTSL, sedangkan sumber daya lainnya seperti  sumber
daya keuangan yang berperan sebagai sumber daya pendukung sebagian besar

ditanggung oleh APBD daera yang ikut serta program PTSL. Mereka juga
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menemukan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program PTSL,
diantaranya masih terdapat masyarakat yang kurang memahami perlunya
pendaftaran tanah yang menyebabkan tertundanya proses percepatan
pendaftaran tanah, serta pemerintah desa dan kelompok masyarakat yang
belum memahami persyaratan administrasi keikutsertaan dalam program
PTSL. Untuk PPh dan BPHTB, menurut sebagian orang terlalu besar. BPHTB
sendiri telah ditentukan dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sebesar 5% dari Nilai
Perolehan Objek Pajak atau NPOP adalah jumlah besaran BPHTB.

Kesamaan penelitian kami adalah membahas pelaksanaan kegiatan
PTSL dan kendalanya. Sedangkan yang membedakan penelitian kami adalah
pembahasan peneliti tentang pandangan masyarakat Desa Lampah mengenai
kegiatan PTSL di Desa Lampah, jenis penelitian yang digunakan peneliti

yaitu yuridis empiris, dan teori kepastian hukum serta perspektif maqashid

syariah yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data penelitian.

No Judul Penulis Persamaan Perbedaan

1 Pelaksanaan Yuliana Tarais Membahas Peneliti akan
Pendaftaran Hak | (Fakultas Hukum | pelaksanaan membahas
Milik Atas Tanah | Universitas Atma | pendaftaran tanah | pandangan
Melalui Program | Jaya Yogyakarta, | melalui program | masyarakat Desa
Pendaftaran PTSL dan Lampah
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Tanah Sistematis | 2020) kendala yang mengenai
Lengkap (PTSL) terjadi selama pendaftaran hak
di Kabupaten pelaksanaannya milik atas tanah
Bengkayang melalui program
Kalimantan Barat PTSL di Desa
Lampah dan
menggunakan
teori kepastian
hukum dan
perspektif
magqashid syariah
untuk
menganalisis data
penelitian.
Pendaftaran Khoeron Membahas Peneliti akan
Tanah melalui (Fakultas Hukum, | pelaksanaan membahas
Program Universitas program PTSL pandangan
Pendaftaran Semarang, dan kendala yang | masyarakat Desa
Tanah Sistematis | Semarang, 2019) | terjadi selama Lampah
Lengkap pelaksanaannya. | mengenai
pendaftaran hak
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milik atas tanah
melalui program
PTSL di Desa
Lampah dan
menggunakan
penelitian yuridis

empiris.

Pendaftaran
Tanah Melalui
Program
Pendaftaran
Sistematis

Lengkap (PTSL)

Andi Amalia
Handayani dan
Yusriadi
(Fakultas Hukum
Universitas
Diponegoro,

2019)

Jenis penelitian
yang digunakan
adalah yuridis
empiris dan
menggunakan
teori kepastian

hukum.

Peneliti akan
membahas
pelaksanaan
program PTSL di
Desa Lampah dan
pandangan
masyarakat Desa
Lampah terhadap
hal tersebut, serta
menggunakan
perspektif
maqashid syariah
untuk

menganalisis data
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penelitian.

Pelaksanaan
Program
Pendaftaran
Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL)
Sebagai Upaya
Percepatan
Pendaftaran
Tanah di Provinsi

Jawa Timur

Jhon Dearson dan
Badrudin
Kurniawan
(Fakultas [lmu
Sosial dan
Hukum
Universitas
Negeri Surabaya,

2021)

Membahas
pelaksanaan
program PTSL
dan kendala yang
terjadi selama
pelaksanaan

program PTSL.

Peneliti akan
membahas
pandangan
masyarakat Desa
Lampah
mengenai
pendaftaran hak
milik atas tanah
melalui program
PTSL di Desa
Lampabh, jenis
penelitian yang
digunakan adalah
yuridis empiris,
dan menggunakan
teori kepastian
hukum dan
perspektif
maqashid syariat

untuk
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menganalisis data

penelitian.

B. Kerangka Teoritis
1. Hak Milik Atas Tanah

Hak milik merupakan hak atas tanah yang didapatkan secara turun-
temurun yang memiliki hak terkuat dan terpenuh bagi pemegang hak
terebut dengan tetap memperhatikan bahwa tanah memiliki fungsi
sosial.”” Arti kata turun temurun dalam penjelasan tersebut adalah
pemegang hak atas tanah dapat memiliki hak tersebut selama ia masih
hidup dan akan digantikan oleh ahli warisnya apabila ia meninggal dunia
selama ahli waris tersebut memenuhi syarat sebagai subjek hak milik.
Makna kata terkuat yang dimaksud adalah hak milik lebih kuat dari pada
hak atas tanah lainnya, tidak memiliki batas waktu, mudah dipertahankan
dari pihak lain, dan tidak mudah dicabut. Sedangkan arti dari kata
terpenuh adalah pemegang hak milik atas tanah memiliki kewenangan
penuh atas tanahnya dan hak milik dapat menjadi induk bagi hak atas

tanah lainnya, selain itu penggunaan tanahnya lebih luas.'

pasal 20 ayat (1) UU Pokok Agraria
¥Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak Atas Tanah, (Jakarta: Kencana, 2007) h. 90-91
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Adapun yang dapat memiliki Hak Milik atas tanah atau subjek Hak
Milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang
No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu:

a) Hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hak milik

b) Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah yang dapat memiliki

hak milik beserta persyaratannya'’

Bagi orang asing apabila ia menerima hak milik setelah ketentuan di
atas diberlakukan tanpa adanya wasiat atau percampuran harta karena
perkawinan, maupun warga negara Indonesia yang kehilangan
kewarganeragaan setelah ia menerima hak milik dan diberlakukannya
ketentuan tersebut maka ia wajib untuk melepaskan haak miliknya dalam
jangka waktu satu tahun terhitung sejak ia menerima hak milik. Hal
tersebut berlaku juga bagi warga negara Indonesia tetapi memiliki
kewarganegaraan lainnya. Apabila dalam kurun waktu satu tahun ia tidak
melepas hak miliknya, maka hak tersebut akan dicabut dan diserahkan

kepada negara.

Terjadinya hak milik dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagaimana
dijelaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu:

a) Hak milik yang terjadi karena hukum adat

pasal 21 UU Pokok Agraria
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Hak pemilikan tanah yang pertama terjadi karena pembukaan
lahan (forest clearing) dan karena munculnya lidah-lidah tanah
(Aansibbling). Pembukaan tanah yang dimaksud adalah
pembukaan tanah atau pembukaa